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WALI KOTA MEDAN TARGETKAN PENYALURAN BANSOS KPM SELESAI 

EMPAT HARI 

 

 

Sumber gambar: https://sumut.antaranews.com/ 

 

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution 

menargetkan penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi setiap keluarga penerima manfaat 

(KPM) selesai dalam waktu empat hari. 

"Saya minta penyaluran bantuan KPM diselesaikan dalam empat hari," kata dia usai 

meninjau penyaluran bansos KPM di Kantor Kelurahan Mabar, Medan, Kamis.(6/1) 

Ia meminta seluruh petugas melayani masyarakat dalam penerimaan bansos KPM 

dengan baik dan aktif menanyakan serta mendampingi warga kota mendapatkan informasi 

secara jelas. 

Petugas harus siap dan sigap memberikan pelayanan, terutama bagi lanjut usia dan 

masyarakat berkebutuhan khusus. Pelayanan harus dilakukan dengan cepat dan baik," ucap 

dia. 

Apalagi, lanjut Bobby, bansos KPM lanjutan ini belum tersalurkan pada 2021, maka 

awal bulan ini harus segera diselesaikan, mengingat masih ada sekitar 8.000 warga Kota 

Medan lagi belum menerima bantuan. 

https://sumut.antaranews.com/
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Ia juga mengatakan penerima bansos PKM Kementerian Sosial menerapkan 

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dan mendata masyarakat yang hadir 

apakah sudah divaksin. 

Bansos KPM merupakan bantuan dari Kementerian Sosial bagi masyarakat 

terdampak PPKM dengan masing-masing kepala keluarga menerima uang tunai Rp1,2 juta. 

"Saya minta bagi petugas kelurahan, jika ada warga memiliki keterbatasan datang ke 

mari, maka datangi rumahnya. Sekalian lakukan pendataan vaksinasi. Kita harus jemput bola, 

sebab tempat ini kita siapkan petugas vaksinasi," ungkap Bobby. 

 

Sumber Berita: 

 

1. https://sumut.antaranews.com/, Wali Kota Medan Targetkan Penyaluran Bansos KPM 

Selesai Empat Hari. Tanggal 6 Januari 2022. 

2. https://voi.id/, Wali Kota Medan Targetkan Penyaluran Bansos KPM Selesai Empat Hari. 

Tanggal 6 Januari 2022. 

 

Catatan: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara 

 

Pasal 1 Angka 1 dan 8 

1. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang 

dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban 

tersebut. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah 

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah.  

 

Pasal 28 ayat (3) s.d. (5) 

(3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas 

bersama DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan prakiraan 

Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi : 

https://sumut.antaranews.com/
https://voi.id/
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a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD; 

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit 

organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja. 

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus 

digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. 

(4) Dalam keadaan darurat Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang 

belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan 

perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. 

(5) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

APBD tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (3) untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun 

anggaran yang bersangkutan berakhir. 

 

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan 

Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau 

Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Pasal 1 ayat (3) s.d. (5) 

(3) Untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka: 

a. penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19); dan atau 

b. menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau 

stabilitas sistem keuangan, perlu menetapkan kebijakan keuangan negara dan 

kebijakan stabilitas sistem keuangan. 

(4) Kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 

kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan 

belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan 

pembiayaan. 

(5) Kebijakan stabilitas sistem keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi 

kebijakan untuk penanganan permasalahan lembaga keuangan yang 

membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan. 
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Pasal 3 ayat (1) 

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk 

melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu 

(refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

 

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial 

Secara Non Tunai 

 

Pasal 1 Angka 1 s.d. 4 

1. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, 

keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan 

terhadap risiko sosial. 

2. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi 

terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, 

dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, 

fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan 

semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. 

3. Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada 

Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah 

Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan 

kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan 

sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. 

4. Penerima Bantuan Sosial adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat 

miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. 

 

Pasal 2 

(1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dilaksanakan terhadap Bantuan Sosial 

yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan Pemberi Bantuan 

Sosial. 
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(2) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan Bantuan Sosial yang diberikan dalam rangka program penanggulangan 

kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan 

sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. 

 

Pasal 4 ayat (1) dan (2) 

(1) Penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 ayat (1) dilaksanakan kepada Penerima Bantuan Sosial yang ditetapkan oleh 

Pemberi Bantuan Sosial. 

(2) Besar manfaat, jumlah penerima, dan lokasi Bantuan Sosial dari setiap penyaluran 

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemberi 

Bantuan Sosial berkoordinasi dengan kementerian/lembaga. 

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk 

melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu 

(refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah. 

 

 


